
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.729, 2018 KEMENHUB. Tata Cara Penilaian Kinerja Pada 

Unit Pelayanan Publik. Pencabutan.  

 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

                                         NOMOR PM 49 TAHUN 2018 

TENTANG 

TATA CARA PENILAIAN  PELAYANAN KINERJA PADA UNIT PELAYANAN 

PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara 

Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 877), perlu diatur dan ditetapkan 

mengenai tata cara penilaian kinerja internal untuk     

unit pelayanan publik di Lingkungan Kementerian 

Perhubungan; 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Penilaian 

Kinerja Pada Unit Pelayanan Publik di Lingkungan 

Kementerian Perhubungan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang 

Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4722); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4849);  

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4956); 

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);  

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 

2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 191); 
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11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

12. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor PM 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga 

atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891); 

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 

2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola 

Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan 

Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 63); 

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan 

Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 877); 

17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2017 

tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan 

Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 324 ); 

18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 

2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan 

Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa 
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Berkebutuhan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1385); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA 

CARA  PENILAIAN KINERJA PADA UNIT PELAYANAN PUBLIK 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian 

kegiatan dalam  rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, 

dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik.   

2. Penyelenggara Pelayanan Publik, yang selanjutnya disebut 

Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara 

negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk 

berdasarkan undang undang untuk kegiatan pelayanan 

publik, dan badan hukum lain yang di bentuk untuk 

kegiatan pelayanan publik.   

3. Penilaian kinerja adalah suatu proses penilaian dan 

pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau 

unit-unit kerja dalam satu organisasi sesuai dengan 

instrumen yang ditetapkan.   

4. Pelayanan prima adalah pelayanan berkualitas, cepat, 

mudah, terjangkau, dan terukur yang diberikan oleh 

penyelenggara layanan kepada penerima.   

5. Desk evaluation adalah penelaahan terhadap dokumen 

penyelenggaraan pelayanan publik.   

6. Observasi lapangan adalah pengamatan langsung 

dilapangan.  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7. Kuesioner adalah alat riset atau survei yang terdiri atas 

serangkaian pertanyaan tertulis atau daftar pertanyaan, 

bertujuan mendapatkan tanggapan dari kelompok orang 

terpilih melalui wawancara pribadi atau  melalui pos.   

8. Wawancara adalah tanya jawab antara evaluator dan 

sumber informasi  penyelenggara pelayanan yang sedang 

di evaluasi.   

9. Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan 

untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan 

kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di 

Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek 

Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek 

Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan 

Pengaduan serta Aspek Inovasi.  

10. Kebijakan Pelayanan adalah visi, misi, komitmen, itikad 

dan perilaku organisasi yang terlembagakan dalam 

bentuk aturan, mekanisme, atau proses yang dijalankan 

organisasi sebagai upaya untuk mencapai kualitas 

pelayanan tertentu sesuai tujuan pemberian pelayanan 

publik. 

11. Profesionalisme Sumber Daya Manusia adalah standar 

kualifikasi, capaian kualitas dan kinerja personel pemberi 

layanan publik yang dibangun institusi penyelenggara 

pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang 

prima (terbaik).  

12. Sarana Prasarana adalah sarana prasarana pendukung 

pemberian pelayanan publik baik berupa fasilitas, tempat 

maupun perlengkapan tertentu yang menunjang 

pelayanan publik yang diberikan.  

13. Sistem Informasi Pelayanan Publik adalah rangkaian 

kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan 

informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari 

penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam 

bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, 

bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan 

secara manual ataupun elektronik. 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